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ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral
yang terkandung di dalam hukum. Maraknya pencurian kendaraan bermotor dan
mudahnya dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut membuat tindak
pidana pencurian kendaraan bermotor, hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi
sulit diberantas secara tuntas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan
apa kendalanya dan bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar. Penelitian yang
digunakan adalah penelitian empiris. Data yang digunakan meliputi data yang
diperoleh dari pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar sebagai bahan
primer, dan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan skunder. Hasil
penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan dengan menindaklanjuti
laporan dari korban pencurian melalui SPKT yang kemudian dibuatkan BAP yang
selanjutnya melakukan penyelidikan dan ketika lengkap kemudian penyidik
menyerahkan tersangka ke kepolisian dan jika belum diketahui atau ditemui
dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dibuat surat DPO. Kendala internal yang
dihadapi meliputi faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, jaringan
informasi yang terputus, kurang memadainya anggota kepolisian dari segi
kuantitas, dan kurangnya dukungan anggaran, sementara faktor eskternalnya yaitu
kurang tanggapnya masyarakat untuk melapor kejadian pencurian kendaraan
bermotor termasuk kurangnya alat bukti dan saksi serta jaringan pelaku pencurian
yang luas dan terorganisir. Upaya penegakan hukum meliputi upaya preventif
dengan melakukan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati,
memberikan saran agar tidak memarkirkan kendaraan sembarangan dan
memberikan saran saat parkir dikunci stang atau diberi kunci ganda, sementara
upaya represifnya yaitu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap
pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kendaraan Bermotor.



ABSTRACT

Law enforcement is an attempt to express the moral image contained in the law.
The rise of motor vehicle theft and the ease of committing the crime of theft make
the crime of motor vehicle theft, can only be prevented and reduced but difficult to
eradicate completely. The formulation of the problem in this study is how to
enforce the law on the crime of motor vehicle theft and what are the obstacles and
how to enforce the law on the crime of motor vehicle theft in the Kampar Resort
Police Area. The research used is empirical research. The data used include data
obtained from the Kampar Resort Criminal Investigation Police as primary
material, and legislation as secondary material. The results obtained that law
enforcement of the crime of motor vehicle theft in the Kampar Resort Police Area
is carried out by following up on reports from victims of theft through the SPKT
which is then made a BAP which then conducts an investigation and when
complete then the investigator submits the suspect to the police and if it is not
known or found an investigation is carried out. further and a DPO letter is made.
Internal constraints faced include inadequate facilities and infrastructure, broken
information networks, inadequate quantity of police personnel, and lack of budget
support, while external factors are the public's lack of responsiveness to report
the theft of motor vehicles including the lack of evidence and witnesses. as well as
an extensive and organized network of perpetrators of theft. Law enforcement
efforts include preventive measures by appealing to the public to be more careful,
giving advice not to park vehicles carelessly and giving advice when parking is
locked on the handlebars or given a double lock, while repressive efforts are
conducting further inspections to uncover perpetrators of motor vehicle theft.
other.

Keywords: Crime, Theft, Motor Vehicles
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung arti
bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga
negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus didasari dan
dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.' Demi mewujudkan masyarakat
Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materil dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan
hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hukum itu adalah
keseluruhan daripada segenap peraturan mengenai perikelakuan manusaia
yang mengikat dan yang ditetapkan atau diakui oleh pemerintah.’

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera,
dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping
produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna
mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-empat yaitu
membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap

Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
*Theadora Rahmawati, dan Umi Supraptiningsih, Pengantar Iimu Hukum dan Pengantar
Hukum Indonesia, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020, hlm. 5



kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan
keadilan sosial.’®

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan suatu usaha untuk
mengekspresikan citra moral yang terkadung di dalam hukum. Citra moral
yang terkandung didalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak
hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas Polisi Republik Indonesia (POLRI)
sebagai penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Di samping tugas POLRI sebagai
penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, penganyoman dan
pelayanan kepada masyarakat.*

Salah satu hal yang sering menggangu keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat, bahkan dapat mengancam nyawa manusia adalah kejahatan.
Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu
dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan
telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi
sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat
atau perbuatan yang jahat yang tergolong kedalam tindak pidana. Tindak

pidana merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat

IAdami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
him. 3

I Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan
Hukum Serta Perlindungan HAM, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, him. 61



Indonesia dikarenakan tindak pidana tersebut selalu ada di tengah-tengah
masyarakat dan merupakan masalah yang cukup komplek yang setiap waktu
dihadapi oleh aparat penegak hukum salah satunya yaitu tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian
adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya mengenai
pengertian pencurian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 362 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, yang berbunyi bahwa barang siapa mengambil barang
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah.’

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana yang
diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam
KUHP. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor diatur lebih lanjut kedalam
beberapa pasal KUHP yang mengatur kejahatan pencurian kendaraan
bermotor diantara yaitu Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan
pemberatan.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi perhatian serius,
karena tindak pidana tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kemanan

yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan terganggu

SFitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Nusantara Perada Utama,
2017, hlm. 46



kesejahteraannya.® Disamping resiko yang kecil untuk diketahui masyarakat
maupun kepolisian, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor cenderung
dilakukan semata-mata tidak hanya karena ada niat dari pelaku, tetapi adanya
kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut akibat dari
kelalaian pemilik kendaraan yang membuat orang tidak berniat mencuri
akhirnya menjadi pencuri sehingga tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor tersebut marak terjadi.

Terdapat banyak alasan seseorang melakukan tindakan pencurian, salah
satunya diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut
Teori Subkultural Delikuensi perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial
dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami
oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-
ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat
buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat
tinggi. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk
berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga,
tempat kerja, maupun lingkungan sekolah.’

Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian
kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa
mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena

kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh

*Tua Mangasi M. Sitorus, Pencurian Kendaraan Roda Dua Oleh Residivis Diwilayah
Polresta Pontianak, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 7, No, 1, 2015,

’Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, CV. Anugrah Utama Raharja,
Bandar Lampung, 2018, hlm. 134



tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini
pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.®

Pemenuhan kebetuhan hidupnya tersebut mengakibatkan seseorang
berbuat berbagai cara baik itu dengan mencuri atau bahkan dengan melakukan
kekerasan untuk mempermudah melakukan aksi pencuriannya, seseorang
berfikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan
pencurian tersebut tidak lagi mengenal tempat maupun waktu, akan tetapi
apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu
mendapatkan perhatian yang serius karena berdampak buruk bagi kehidupan
masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi bagi masyarakat
ketika menempatkan kendaraaan sehingga dapat menghambat masyarakat
untuk beraktifitas dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor merupakan perbuatan yang merugikan dan bertentangan
dengan moral agama, moral kesusilaan, serta membahayakan masyarakat,
sehingga perlu adanya upaya dan perhatian khusus untuk diberantas oleh
kepolisian.9

Maraknya pencurian kendaraan bermotor yang semakin berkembang,
lokasi-lokasi yang strategis serta mudahnya dalam melakukan tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor, dan sulitnya menemukan alat bukti pelaku
oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

makin diminati oleh pelaku kriminal. Penyebab terjadinya pencurian dapat

8Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Aura, Bandar Lampung, 2018,
hlm. 137

’Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, Yuni Rahayu Mundu, Upaya Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota
Balikpapan, Jurnal Lex Suprema, Vol. 3, No.1, Maret 2021, hlm. 548



dilihat dari dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor
eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa
dikatakan cukup kompleks dan bervariasi, yakni berupa kesenjangan sosial,
ekonomi, ketidakadilan, dan lain-lain, merupakan contoh penyebab terjadinya
tindak tindakan pencurian yang berasal dari luar dirinya. 10

Berdasarkan data jumlah kasus yang diperoleh dari Kepolisian Resor
Kampar terhadap tindak pidana pencurian kendaran beromor dari tahun 2019
sampai dengan tahun 2021 sebanyak 154 kasus dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel I.1. Jumlah Perkara Pencurian Curanmor di Wilayah Kepolisian
Resor Kampar 2019 Sampai 2021

No Wilayah Jumlah Kasus
2019 2020 2021
| Bangkingan Kota 2 3 2
2 Bangkinang Barat 1 2 |
3 Kampa 3 22 5
4 Kampar Kiri 2 3 6
5 Kampar Kiri Hilir 1 2 4
6 Tapung 6 6 3
7 Tapung Hulu 1 2 5
8 Tapung Hilir 4 7 |
9 Tambang 3 9 6
10 Siak Hulu 10 3 4
11 Perhentian Raja 1 9 7
12 XII Kota 2 3 3
13 Jumlah 36 71 47

Sumber: Kepolisian Resor Kampar, 2022

"“Nurhuda Kika, Muhadar, Abd. Asis, Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor, Hermeneutika, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, Agustus 2021.



Berdasarkan data tersebut terlihat jumlah kasus tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor dari tiga tahun terakhir dari tahun 2019
hingga 2021 di Wilayah Kepolisian Resor Kampar marak terjadi seperti
yang terlihat dari data perkara di atas, hal ini tidak dipungkiri dari akses
wilayah kabupaten kampar yang menjadi jalur perlintasan menunju ke
daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau, bahwa menuju wilayah di luar
Provinsi Riau lainnya.

Peran kepolisian selaku aparat penegak hukum sangat penting dalam
melakukan penegakan hukum terhadap maraknya terjadi tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor, guna meminimalisir dan menghentikan
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Wilayah
Kepolisian Resor Kampar. Keresahan masyarakat yang memiliki kendaraan
bermotor saat memarkirkan atau menempatkan di rumah, diparkiran masjid
atau tempat lainnya. Rasa aman tidak dapat dirasakan oleh masyarakat,
oleh karena itu perlu penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku
dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernega.ra.11 Penegakan hukum secara konsepsional memiliki arti dan inti
yang terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai

"Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan Dan Kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019, ISSN : 1829-7463



rangkaian penjabaran nilai tahap akhir'? yang secara keseluruhan berguna
untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian dalam
pergaulan hidup secara normal.

Berdasarkan wuraian diatas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dalam penulisan
skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian
Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 KUHP di Wilayah Kepolisian

Resor Kampar™.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengembang terlalu luas

dan agar penelitian dilaksanakan lebih mendalam penuls menyusu rumusan

masalahnya secara teratur dan sistematis sebagai berikut

1.

Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar?
Apa kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar?

. Bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.



. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar
Untuk mengetahui kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

. Untuk upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1.

Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bidang hukum pidana pada
khususnya. Dan juga dapat menjadi tambahan literatur bagi pihak yang
akan mendalami tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan tambahan pemikiran dan penelitian terutama
kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan
hukum pidana.

b. Agar hasil penelitian hukum dapat digunakan sebagai arahan dalam
berprilaku dan mengambil sikap bagi pemerintah, para penegak

hukum, dan masyarakat



E. Batasan Operasional
1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan
hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-
Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu."” TIsitilah
penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum.
Penegakan berasal dari atau dasar tegak, yang artinya berdiri, sedangkan
penegakan hukum mempunyai arti suatu proses arau cara untuk
menegakkan hukum.'*

Penegakan hukum secara konseptual memiliki arti yang terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaedah-kaedahnya yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk
menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral,

sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor

tersebut. '

“Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru,
Bandung, 2015, him. 12

“I Ketut Adi Purnama , Op.Cit., hlm. 76

"*Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm. 24
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Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya,
merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.
Faktor- faktor tersebut adalah:'®
a. Hukum (Undang-Undang).

b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan
pelaksanaan hukum, untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum
dan apa yang bertentangan/melawan hukum, menentukan tentang
perbuatan mana yang dapat dihukum/dipidana menurut ketentuan hukum
pidana materil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang
diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum, baik sebelum maupun
sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan
hukum pidana formil. Dalam pengertian penegakan hukum (hukum
pidana) terkandung makna ketentuan yaitu kekuasaan yang harus ada
untuk dapat dijalankannya fungsi hukum, sehingga penegakan hukum
mempunyai kaitan antara hukum dan kekuasaan.'”

2. Tindak Pidana
Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal

dari terjemahan kata Strafbaar feit dalam bahasa Belanda, kadangkadang

juga delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. Hukum pidana negara-

“1bid.
YSuyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deppublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 206
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negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk
maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Indonesia bersumber pada Wethoekvan Strafrecht (WvS)
Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu strafbaar feit.l8

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari strafbaar feit
atau delict terdapat beberapa istilah seperti: tindak pidana, perbuatan
pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh
dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum. Diantara keenam istilah
tersebut di atas, menurut pendapat Ishaq yang paling tepat dan baik untuk
dipergunakan adalah istilah “tindak pidana”, dengan alasan bahwa istilah
tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah
hukum, juga sangat mudah diucapkan.'

Tindak pidana (delic) adalah perbuatan yang melanggar Undang-
Undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang
dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan
atau perbuatan yang dapat dibebankan oleh hukum pidana. Dalam tindak
pidana harus memenuhi unsur-unsur, untuk dapat mengkategorikan bahwa
perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana atau bukan, unsur-

unsur yang harus dipenuhi.20

IgIshaq, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 71

“Ishaq Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Rajawali Pers, Depok, 2018, him. 136

*Theadora Rahmawati, dan Umi Supraptiningsih, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar
Hukum Indonesia , Duta Media Publishing, Pamekasan, hlm. 131
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3. Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah
masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling
meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:
Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900 (sembilan ratus
rupiah). Lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur
objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan
yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun
seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud,
yang ditujukan untuk memiliki).

Pencurian merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan
gangguan dan ketertiban masyarakat. Dalam ilmu hukum pidana mengenai
pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362
KUH Pidana. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil
suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang
lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana
pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta

benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab
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XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai
dengan Pasal 367 KUHP.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat
unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Mengambil barang

b. Yang diambil harus sesuatu barang

c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki
barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, disebutkan bahwa Kendaraan
adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan Tidak Bermotor sedangkan Kendaraan Bermotor adalah
setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin
selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.”'

Kendaraaan bermotor merupakan salah satu objek yang menjadi
sasaran pencurian. Pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut
curanmor ini merupakan sauatu perbuatan yang melanggar hukum dan
diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan

bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang

merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk

*'Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan.
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. 22
menjalankannya”~".

Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi
sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan
bermotor roda empat yaitu mobil.
Kepolisian Resor Kampar

Polres merupakan satuan organisasi POLRI yang berkedudukan di
ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres terdiri
dari: (1) Tipe Metropolitan; (2) Tipe Polrestabes; (3) Tipe Polresta; dan (4)
Tipe Polres.”

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor.
Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar
(Polrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap,
layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi
(Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
(untuk Polres).24

Kepolisian Resor Kampar tergolong dalam Polres. Polres Kampar
adalah markas Kepolisian Resor di Kabupaten Kampar yang berdiri pada

tahun 1970. Markas kepolisian ini terletak di jalan Prof. Mohd. Yamin S.H

nomor 455 Kecamatan Bangkinang.

“https://kbbi.web.id/bermotor. Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2022, Pukul 17.11

“Tim Pokja lemdiklat Polri T.A. 2020, Organisasi POLRI, Bagian Kurikulum Bahan Ajar

Pendidikan Pembentukkan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2020,
http://www.lemdik.polri.go.id/index.php ?p=fstream-pdf&fid=5338&bid=505, Diakses pada Hari
Rabu, Tanggal 29 Juli 2022, Pukul 17.11 WIB

#Struktur Polda, Polsek, Polrestabes / Polres di Kepolisian, https://www.polisi.com/

struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 29 Juli
2022, Pukul 17.11 WIB
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F. Penelitian Relevan

1.

Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, dan Yun
Rahayu Mundu dengan judul penelitian tentang Upaya Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap
Pengendara Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan yang dilakukan pada
tahun 2021 di Jurusan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 1) upaya-upaya yang dilakukan
oleh Polres Kota Balikpapan, vyaitu: Pre-emtif, Preventif, Represif, 2)
Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian
dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua, yaitu: faktor
hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana; 3) faktor-
faktor yang sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana
pencurian dengan kekerasan yaitu, sebagai berikut: Faktor Internal, dan
Faktor Eksternal.” Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian
penulis yang terletak pada objek dan lokasinya. Objek penelitian ini tidak
hanya pada pengendara bermotor roda dua, namun dilakukan secara
menyeluruh terhadap kendaran beromotor, baik roda dua maupun roda
empat dengan lokasi di Wilayah Kepolisian Resor Kampar sementara pada
penelitian sebelumnya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana
pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara Bermotor Roda Dua di

Kota Balikpapan.

“Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, dan Yun Rahayu Mundu, Upaya Penegakan Hukum

Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda
Dua di Kota Balikpapan, Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume III Nomor 1
Maret 2021
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Dien Nabila Naziva, Usman, Dessy
Rakhmawati dengan judul penelitian tentang Upaya Kepolisian dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan
Pemberatan dan Kekerasan yang dilakukan pada tahun 2021 di Jurusan
hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa 1) upaya penanggulangan tindak pidana pencurian
kendaraan (2) kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian khususnya
Polres Kerinci dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan
bermotor di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci adalah
upaya preventif dan upaya reprensif. Upaya reprentif adalah salah satu
cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti
himbauan kepada masyarat dan melakukan patroli ke tempat-tempat yang
rawan dan sepi. Sedangkan upaya reprensif adalah menindak para pelaku
kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan merupakan suatu
perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.”® Penelitian
ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang terletak pada objek
dan lokasinya. Objek penelitian ini tidak hanya pada Pencurian Kendaraan
Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan, namun dilakukan secara
menyeluruh terhadap kendaran beromotor, baik dengan lokasi di Wilayah
Kepolisian Resor Kampar, sementara pada penelitian sebelumnya upaya
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor dengan pemberatan dan kekerasan.

*Dien Nabila Naziva, Usman, Dessy Rakhmawati, Upaya Kepolisian Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dan
Kekerasan, Pampas: Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 3, 2021.
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Gerry Putra Ginting dengan judul
penelitian tentang Penegakan Hukum Oleh Polri terhadap Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman
yang dilakukan pada tahun 2015 di Jurusan Ilmu hukum Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman adalah
melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kendala yang dihadapi
pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman
adalah adanya kendala di instansi kepolisian, maupun di luar instansi
kepolisian.”” Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis
yang terletak pada objek dan lokasinya. Objek penelitian ini memiliki
tujuan yang berbeda pada penelitian ini yaitu akan dilakukan
penganalisisan tentang upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak
pidana pencurian kendaraan bermotor dan penyelidikan terhadap penyebab
terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan lokasi di
Wilayah Kepolisian Resor Kampar, sementara pada penelitian sebelumnya
upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan penegakan hukum
oleh polri terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan

kekerasan di Kabupaten Sleman.

“’Gerry Putra Ginting, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman, Jurnal Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, 2015
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G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian
empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan di lokasi
penelitian dengan menjaring informasi atau mencari data langsung kepada
para pihak terkait dimana data yang penulis peroleh berdasarkan data
wawancara atau data lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan
berdasaran data lapangan yang berkaitan dengan suatu metode pendekatan
yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menjaring informasi atau
mencari data langsung kepada para pihak terkait Dalam ini adalah untuk
mencari data tentang masalah upaya kepolisian dalam penegakan hukum
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor
Kampar, penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dan kendala yang dihadapi
kepolisian dalam wupaya penanggulangan tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai penanggulangan tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor Kampar yang meliputi tentang penegakan,
kendala dan upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar
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3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang menjadi tujuan penelitian adalah Wilayah
Kepolisian Resor Kampar Kabupaten Kampar Povinsi Riau yang
beralamat di Jalan Prof. Mohd. Yamin S.H nomor 455 Kecamatan
Bangkinang

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan unit atau manusia (dapat juga

berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama®®
Populasi dalam penelitian ini adalah merupakan pihak yang berkaitan
dengan masalah dalam penelitian ini, adalah yang menjadi populasi dalam
penelitian adalah pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik
pengambilan sampel purposive yaitu sampel dengan cara memilih dari
sekian banyak populasi yang ada dengan pertimbangan tertentu yakni
pengambilan sampel yang didasarkan pada pihak yang terlibat langsung
dan mengetahui penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

Tabel 1.2 Populasi dan Sampel Penelitian

No Respoden Populasi | Sampel | Persentase
1 | Kepala Kasat Reserse Kriminal 1 | 100%
Resor Kampar
2 | Penyidik 1 1 100%
Jumlah 2 2 100%

®Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2014, hlm. 95
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5. Data dan Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu
data primer dan data sekunder.
a. Data primer
Data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Reserse
Kriminal Resor Kampar (lapangan).
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang
bersifat mendukung data primer.
1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini wawancara (interview). Interview dilakukan dengan
mengunakan pedoman wawancara terstruktur dengan pihak-pihak
(narasumber) yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pihak Kepolisian

Reserse Kriminal Resor Kampar.
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7. Analisis Data
Data yang telah terkumpul akan dipilah-pilah dikelompokkan sesuai
relevansi penelitian. Selanjutnya akan dianalisis atau dikaji berdasarkan
keilmuan penelitian secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam penelitian dan akan disajikan ke dalam laporan
penelitian secara deskriptif.
8. Metode Penarikan Kesimpulan
Hasil data yang diterima dan dianalisis secara kualitatif, kemudian
dijelaskan dan diterangkan secara deskriptif, agar lebih relevan sehingga
memperoleh bahasan yang sistematis, dan dapat dimengerti kemudian

ditarik kesimpulannya.
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BAB 11

TINJUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum
1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Sukanto penegakan hukum adalah suatu proses
yang fokus kepada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan dalam kaidah—kaidah yang mantap dan mengejewantah dan
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup. Soerjono Sukanto mengemukakan bahwa penggunakan kekuasan
dan kewenangan dalam proses penegakan hukum, pada hakikatnya tidak
mungkin dilepaskan degan cara pengguaan kebijaksanaan oleh aparat
penegak hukum dalam menafsirkan dan melaksankan aturan hukum yang
telah dibentuk.”

Menurut Liliana Tedjosaputro, penegakan hukum tidak hanya
mencakup law enforcement akan tetapi juga peace maintenance, oleh
karena pengekana hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai,
kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai

.30
kedamaian.

*Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan Mahmud Mulyadi, Kapitan Selekia

Penegakan Hukum (Acara) Pidana, Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental
Aparat Penegak Hukum dalam Praktek Peradilan Pidana, PT. Publica Indonesia Utama, Jakarta,
2021, hlm. 9-10

O3alle, Sistem Hukum dan Pengekana Hukum, CV. Sosial Politic Genius, Makassar, 2020,
hlm.
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Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum
dalam keidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut
subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas
dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek
dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan
hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan
hukum.”’

Menurut Siswanto Sunarso penegakan hukum dapat diartikan
dalam tiga konsep yaitu sebagai berikut:**

a. Konsep penegakan hukum bersifat total (foral enforcement concept),
yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang
norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.

b. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (full enforcement concept),
dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas
dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.

c. Konsep penegakan hukum bersifat actual (actual enforcement
concept), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan
hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana.

2. Fungsi Penegakan Hukum
Dalam menerapkan penegakan hukum yang arti luas diperlukan

fungsi penegakan hukum apabila ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial

(social order) adalah:*

I Andrew Shandy Utama, Hasnati, Sandra Dewi, Rizana, Ade Pratiwi Susanty, Olivia
Anggie Johar, Problematika Penegakan Hukum, CV. Insan Cendekia Mandiri, Padang, 2021, hlm.
5

32giswanto Sunarso, 2012, Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur,
Sinar Grafika, hlm. 88
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a. Penegakan hukum secara aktual (the actual enforcement law) meliputi
tindakan  penyelidikan (investigation), penangkapan (arrest),
penahanan (detention), persidangan pengadilan (trial) dan Pemidanaan
(punishment) kemudian pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku
individu terpidana (correcting the behavior of individual offender);

b. Efek preventif (preventive effect), fungsi penegakan hukum diharapkan
mencegah orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana.
Malah kehadiran dan eksistensi aparat penegak hukum di tengah-
tengah kehidupan masyarakat, karena dengan kehadiran aparat
penegak hukum dianggap mengandung preventive effect yang
memiliki daya cegah (different effort) anggota masyarakat untuk
melakukan tindakan kriminal.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum tidak semata-mata
merupakan fungsi dari pelaksanaan perundang-undangan saja, namun
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: **

a. Faktor hukumnya, yaitu Undang-Undang
Faktor hukumnya diartikan sebagai Undang-Undang dalam arti
materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sah. * Faktor
hukum yang dimaksudkan, adalah hukum dalam arti tertulis atau
peraturan perundang-undangan, jadi hukum dalam arti sempit tidak
termasuk dalam arti yang tidak tertulis.*

b. Faktor Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum
Penjelasan dari Soerjono Soekanto, mengenai faktor penegak
hukumnya di atas menarik untuk ditelaah. Oleh karena, beliau
memisahkan antara pihak yang membentuk hukum dengan pihak yang
menerapkan hukum. Beliau dengan tegas mengklasifikasikan unsur
penegak hukum sebagai pihak yang menerapkan hukum dengan
mengambil contoh dari kepolisian. *’ Penegak hukum merupakan
golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai
kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan
lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau
kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang

John Kenedi, Kebijakan Hukum (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 209

*Rocky Marbun, Op.Cit., him. 15

*Rocky Marbun, Op.Cit., him. 15

*Salle, Op.Cit., him. 15

*Rocky Marbun, Op.Cit., him. 16
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baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang
seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari
diri sendiri atau lingkungan. *®

c. Faktor Sarana atau Fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin
penegakan hukumn akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau
fasilitas tersebut anatara lain mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan
kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan
sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan
dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. *°

d. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang
tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari
sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu
masyarakat majemuk (plural society) terdapat banyak golongan etnik
dan kebudayaan-kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi
penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu
kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal
balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus
ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh
kesadaran hukum™’

e. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam
pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi
inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem)
hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum
yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak
mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan
apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut
merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim
yang harus diserasikan. *’

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan

definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini

*Rocky Marbun, Op.Cit., him. 16
*Ibid., hlm. 17
“Rocky Marbun, Op.Cit., hlm. 18
YIbid., hlm. 18
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merupakan Kkreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana
umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian
tindak pidana.*’

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,
sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak
pidana.43

Stafbaar feit (tindak pidana), adalah istilah Belanda yang dalam
bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena
pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda
tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam
bahasa Indonesia sebagai pandangan dari istil